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Abstrak
Kejahatan di bidang perpajakan senakin nampak jelas dan sering dilakukan oleh paia
wajib pajak, bahkan dapat pula dilakukan oteh aparal perpajakan itir sendiri dengan cara
bekerja sama dengan para waj ib pajak. Sehubungan deogan perbuatan meDyimpang yang
dilaLukan oleh para waj ib pajak serta aparat perpajakan, sehinggaj ararg sekali kilajumpai
kasus-kasus yang terjadi tida& sampai sidang pengadilan. Pendekatatr normatifdan ernpiris
yang digunakan dalam memp€roleh dara sekunder dan data priner Dais s€kunder diperoleh
melalui studi pustaka- Sedangkan data priner diperoleh melalui studi lapadgan. Analisis
data dilakukan dengan cara kualitatii Hasil p€nelitiaD penegakan hukum pidan. di bidang
pqpajakan belum b€rfungsi aau dijalanlan sebagai mana dihampkan. Hal ini dapat kita
lihat tidak adanya kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang masuk ke pengadilan.
Kata Kunci: pidana. perpajakdn
I. PENDAHULUAN
Sebagai ncgara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan
menjadi hakekat dalam memoderenisasikan segala bidang kehidupan. Pada
hakekatnya Pembanguran Nasjonal adalah suatu tuj uan nasional ulhrk membangun
manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk
mewuj udkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian Pembangunan Nasional akan mengakibatkan terjadinya
perubahan-perubahar disegala bidang, antara lain bidangekonomi, bidangsosial,
bidang politik, dar sebagainya.
Pembangunan asional itu memerlukan dana yang besar dan rencana yang
mantap, tanpadidukung dengandana yang besar, baik dana yang bersumber dari
penerimaan dalam negeri ataupun darra yang benumber dari penerimaan luar negeri.
mustahil rulh* mewuj udkan citarita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan
rcrcapal.
Bahwa sumberdanayang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi
negara kita adalal sebagian besar dari sektorpajak. Untuk itu perlu ditingkatkan
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prcfesionalisme dalam meqolah dana dibidang perpajakal Keu/ajiban sebagai
kewaj iban kenegaraan pada hakikabrya menempatkan wajib pajak mengutamakan
kewajibannya daripada menuntut hak-hakny4 bahkan kalau dikaitkan dengan
pengamalan Pancasfu maka seonng uarga negara (weiib pejak) harus nenempalkan
kepentingan egara dan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan s€rta rcla
berkorban untuk kepentingan b€ngsa" Wajib pajakyang dimaksud adalah orang pribadi
alau badanhukum 1,ang menuut ketentuan pelaturan perundang-undangan pqpajakan
ditentukan unnrkmelaksanakan kevajibon perpajalen termasuk pemuttgut pajak atau
pemotong pajak tederltu Gru No I 6 Tahu! 2000 Tentang Ketentuan Umum dan
Tatacara Perpajakan).
Dalam tintlak pidana di bidang perpaj akan di samping waj ib pajak, maka
yang dapal dikenakan sanksi pidana adalah pejabat pajak itu sendili, seperti bila
pejabat pajak melakukan p€nyelewengan terhadap dana pajak yang telah terkumpul
maka ia dapat ditmtrt dengan pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perpajakan
Tujuan dan firngsi kewajiban membayar pajak dalam rangka menunjang
penerimaanNegaraul* kepentingan bangsa gunamembiayai pembangunai- Dengan
kata lairr ketelaan b€d<otban derni kepentingan bangsa direfleksikan dengan kerelaan
melepaskan s€jurnlah uang untuk mernenuhi kewajiban perpajakan demi kelangsungan
secara berkesinambungan. Kesadaran membayar pajak sangat ergantung demi
kesadaran hukum masing-masing waj ib paj ak. Kesadaran hukum yang demikian
rnemang dibrtuhkan dalamrdngka pembanguan asiolral danr.paya penegakan hukurn
yang s€jalan d€ngar salah satu asas dalam pembanguEn asional. Disamping itu wajib
pajakjuga telah diberikan kepercayaan untuk menghitung memperhitungkan serta
melapolkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas se lfassesment
s/,rtern yang dianut dalam peraturan perpaj akan yang berlaku di IndorEsia" Asas ini
berarti bahwa dalam peeajakan para wajib pajak diberikan kepercayaan sendiri
ulttuk menghitung, memperhihmgka& melaporkan serta menyetorkan kewajiban
perpajakarmya sendiri kepada Dinas Inspeksi Pajak.
Merupakan dorongan moral dari waj ib pajak rmtuk memenuhi kewajibannya
membayar pajak, akan tet,,pi azas selfassesmeh r.r)rrrem sepertinya memberikan
peluang b€gi para waj ib pqiak bal*an aparat perpajakan itu sendiri tmtuk melakukan
tindakan penyimpangan,ang dapat merugikar negar4 sehingga dai tindakan tersehrt
dapat menghambatjalannyapembangunan sertamenimbulkan pelanggaran dan
kejabatan da.lam bidang ekonomi L'hususnya tindak pidana peryajaka[
Kejahatan di bidaq ekonomi merupakan kejahataD yang sulit terungkap
karcna disdu sisi p€ra p€lakunya ]"ng cukup pofesional dan proses terjadinla kejab,atan
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oukup la.'na, di sisi iain disebabkan karena berkaitan saL,rgat luas dengan seklor lain.
Sektor tersebut antara lain adalah; sektor pemerintahan, lembaga swasta serta
masyarakat secara luas. Semua sektor yal1g terkait ini seharusnya mengambil langkah_
langkahpreventif Pemerintahharus dapatmeningkatkan moml daD kemampuan aparat
unnrl menghindarkan diridari halhal l ang dapar membahal akan perelonomian negara
sefia merusak wibawa pemerintah. Salah satu bentuk kej ahatan dibidang ekonomi
yang sulit dijangkau oleh hukum (offences heyon the reach of the law) adalah
kejahatan dibidang perpajakan. Kejalutan dibidang perpajalan semakin nampaljelas
dan sering di lakukan oleh pam rvaj ib paj ak, atau dilalukan oleh aparat peryaj akan
dcngall cara bekerj a sama dengan para waj ib paj ak.
Asas"lex spesialis derogat lex general is., yang terdapat dalam ketentuan
hukum pidzna kta menyebabkan kurang efektittyahukum pidala dalam mengantisipasi
masalai yang timbul sehubungan dengar tindakan menyimpang yang dilahkan oleh
pam\,ajib pajak serta aparat perpa'akan, Penyimpangan seperti nisering sekali
terjadinanul kenyataannyatidal diselesaikansampai dipengadiian.
II. METODE PENELITIAN
Data yang digunirkan dalam penulisan ini bersumber da data primer dan
sckunder. Data primer adalah data ]ang diperoleh melalui penelitian Iapangan,
scdangkan data sekunder dilzrkuJ<an dengan studi kepr.lstakaan. Analisis data dilakuknn
dengan menggunakan metode analisis kualitatii'.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBATL{SAN
3.1. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Dalaln Hullun Publik term:suk di daiamnya adalal kctentuan tentane hukun
prjJ. Lctent"zrn l_ uku rr ini n 'er uoalan 'eb.f ia,r drri rru rcn.b hulum v,,rg mcngan!
hubungan antara penguasa dengitn rakyat \r'arganya mcngenai hak dan ketvajiban.
Ketcntuan hukrun pajal dalam hubringanlya dengan hukum pidana (KUHp)
clapat terlihat daliul Pasal 10l KUHPyang be$unyi : . Kctentuan dari delapan Bab
)angpertamadari buku ini bcrlaku j uga terhadap perbuatan yang dapat dihukum
mcnuNt pcratunn pealuran lain, kecuali kalau ada undang_undang (\\,.et) atau
ordonansi menentuian peratLuar lain."
Aturan \ang tcrdapat dalan ulldang-undang ataLr perafuran lain dalam pasal
I 03 KUHP ini menunj uklGnj uge tenn.Lsul< kctentuan-keteDtuan yanq dalan undturs,
:nJru g p:r jz,\ o."rr. am l.trk ch?g-. keirhJt. n n ,,upL,n o.l-ngi:r,e'n lrng re,Jrpu,
dalam Und:mg-Unclang l{omor 16 Tifiun 2000 Tcntang Kctcntum IJmui dar l.ata
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Cara Peryajakan dapat dipidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ancaman pidana terhadap tindak pidara pajak dapat dilihat dalam Undang-Undang
Nomor 1 6 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada
Pasat 38, 39, 40 dan 4l . Tindak pidana di bidane peQajakan dapat dibedakan menjadi
pelanggaran dan Kejahatan.
Pelanggamn ialah tindak pidana yang terjadi tidak dengar sengaja tau tedadi
karena kealpaan atau kehilapan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan surat
p€mbedtahuan (SPT) atau sudah mengisi SPT akan tetapi karcna kealpaan sehingga
isinya tidak benar/ tidak lengkap
Kejahatan ialah p€rbuatan yang dilakukan dengan sengaja- Wajib pajak tahu
bahwa perbuatarmya itu tidak sesuai batrkan bertentangan dengan undang-uldang
tetapi terap dilakukan dengan maksud supayapembayamn pajak lebih ringan, atau
urfuk mempsroleh keunhugan bagi dfuinyayang merugikan egara
Bedasa*an ulaialt yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa
wsur alau elemen tindak pidana di bidang perpajakaa baik tindak pidara pelanggaran
ataupun tindak pidana kejahatan yaitu:
a. Unsur perbuatan, seperti tidak mendaftarkan diri.
b. Unsur kesalahan, berupa kealpaan atau kesungguhan.
c. Unsur akibat, yaitu dapat menimbulkan kerugian pada negara.
Tindal pidana di bidang perpaj akan baik pelanggann maupun kej ahatan
keduanya dapat diancam dengan pidana tetapi pada pelanggaran ancamannya lebih
ringan dari pada ancaman pidana pada kejahatan. Sanksi pidam yang dapat dikenakan
atas perbuatan yang dilakukan di bidang perpajakarr tidak hanya kepada waj ib paj ak
saj4 tetapi dapatjuga dikenakan sanksi pidanakepada pejabat pajak yang melakr.rkar-
pelanggara.0 ters€but.
Wajib paj ak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-rmdangan perpajakan ditentukan untuk melakukar.
kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
SedangkanPejabatperpajakans€bagaimarayangtertulis<lalampasalla;atlUndang
-undang Nomo! 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Paj ak adalah Direkhf Jenderal
Paj ak, Direktu! Jenderal Bea dan Cukai, Gubemw, Bupati/Walikota, atau pej abat
yang ditunjuk melal$anakan peEturan Pen$da.ng-undangan perpajakan.
Tindak pidana yang dilakukan oleh aparatperpajakan fiara lain membocorkan
ratrasiajabatan, korupsi, penyuapan, pernalsuan materai, memberibhukan kekayaan
seorang wajib pajak kepada pihak lain sehingga wajib pajak tersebut merasa dirugikaa
maka ia dapat mengadukarmya kepada yang berwaj ib, maka terhadapnya berlaku
KUHP dan ketentuan-ketentuan tentang peryajaka&
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3.2. Penegakan Hukum PidanaTerhadapTindrkPidana di BidangPerpajakan
Penegakan hukun merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak
hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenang.lnnya
masing-masing menlrut hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakar hukum pidana pada hakekatnya merupalan penerapar terhadap €raturan
perundang-undangan dan kebijakan aparat dal.lm menempkan pemturan.
Dengan demikian penegakan hukum rnerupaka.r suatu sistem png menyangkut
penyerasian antara nilai dengan kaidai serta prilalu nyata manusia. Kaidah-kaidah
tersebut kcmudian enjadi pcdoman atau patokan bagi prilaku serta tindalaa yang
dianggap antas dan seharusnya. Priiaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk
menciptakar; memeliham dar mempertahankan kehidupan yang damai, selaras, erasi
dan seimbang.
Apabila diihubungkan dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa
penegakan hukum di bidang perpajakan belurn difungsikan atau dijalarkan sebagaimana
yang diharapkan Hal ini dapat dilihal dari belurn adanya perkara lau kasus pelanggar-dn
atau kejahatan di bidang perpajakan ya.ng dimeja hijaukan atau diselesaikan melalui
pemeriksaan dipengadilan dikarenakan:
- Adanya sikap mental waj ib pajak yang berorienlasi menyelesaikan masalah pajak
dengan cam bemegosiasi / berkompromi maka penyebab tingkat penyclesaian tindak
pidana perpaj akan selalu diselesaikan dengan cara non penal / di luar sistem p€radilan
pidana. Cara demikian jika ditinj au dari segi penegakail hukrun menuj u prakek yang
melemahkan dalarn mencari kepastian hukum maupm keadilan.
- Adanya doktrin perpaj akan yang memberikar pada kemanfaatan perpaj akan yang
mengutanakan kegunaan bagi negara, jadi dalam hat adanya masalah (dalam penarikan
paj ak misalnya) maka yarg lebih diutamakan adalah keunnrngan / pemanfaaun egara/
pemerintah.
- Adanya partisipasi masyarakat (wajib pajak) yang kurang dalam menyelesaikan
tindak pidana perpajakan melalui sistem peradilan pidan4 hai demikian dikarenakan
keengganan lvaj ib paj ak untuk menyelesaikan perkara perpaj akan kepada parat
penegak hukurn.
- Adanya kebijakan dalam mengambil langkah oleh apamt perpajakan (Penyidik
Pegawai Negeri Sipil) lebih mengutamakan urtuk mengoptirnalkan pada pendapaun
nega€.
- Dalam tindak pidaia di bidang perpajakan memerlukan waktu yang relatifcukup
lama dalarn proses pemeriksaannya.
- Tindak pidana di bidang perpaj akaa meru pakar\ dellk adoan (ktacht delict).
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- Ketegasan aparar perpajakan sendiri masih te{"sa kurang rultuk meny€ret paia
petaku tindak pidana perpajakan.
- Dalam tindak pidanaperpajakan agak lebih sulit dalam bal pembuhiarmya
- Kasus alau pe*ara tindak piclana di bidang perpajakan lebih diupayakan untuk
diselesaikansecaraadministatif
- Apant perpajabn sendni tehh meneepl(an s:uatu kebijakan bahwa apebila terjadi
suatu pelanggaran atau kejahatan di bidang perpaj akan ini maka akan diupayakan
seoptimal mugkin rrntuk menyelesaikan dengan menggunakan sarana bukan pidana
(non penal) dan lebih dipentingkan untuk disetesaikan sec€ra dministatif
Dad uraian di atas dapat kita lihat suatu contolL misalnya apabila ada waj ib
pajak yang melanggar ketentuan peraturan perund8ng-undangan peryajakan )ang
berlakU ia (waj ib pajak) tidak menyetorkan paj ak yang terhurang maka dalam hal
ini aparat perpejakan memberikan slrat periryatan yang isinya bahwa si wajib pajak
harus memenuhi kewajiban perpajakat\ apabila telah tiga kali mendapat suat
peringdan ini tetapi wajib pejak sama sekali ticlak moranggapiny4 maka Dirjen Pajak
1€]g dalam hal ini melalui apaEt perpajakan s€tempat mengeluarkan surat keputusan
yang menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut dinyatakan
"disegef ' daAuntukselaqirtnyadiselesaikanmelalui K rtorUrusan PelelanganNegara
setempat Dengan demikimjelaslah bahwa pengguruan sarampidana (penal) dalam
menyelesaikan tindak pidalla di bidang pelpajakan masih dikesampingkan,
IV. PEI{UIUP
Peregakan hukun pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan belum
berfrtngsi atau dijalankan sebagai manadihaEpkan IIa.l ini dapat kita lihat tidak adanF
kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang masuk ke pengadilan. Tidak
berjalanrya hukum pidana di bidang perpajakan ctikarenakan Kebijalen lang diambil
oleh aparat p€ryajakan lebih mengutamakan pada pe4yelesaian secara dministratif
dalam mengoptimalkanpendapatannegara-
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